
BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR :180.182/119/KEP/11/2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
PELANGGARAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024
tentang  Penyelenggaraan  Pengawasan  dan  Sanksi  Administratif
Bidang  Lingkungan  Hidup  perlu  menetapkan  Keputusan  Bupati
tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif
Atas Pelanggaran Bidang Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa
Tengah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang  dengan  mengubah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
1950  tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);  sebagaimana telah  beberapa
kali  diubah terakhir  dengan Undang-Undang Nomor  6  Tahun
2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5587) sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
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5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi
Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor  4  Tahun 2016
tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian  Kewenangan  Penerapan  Sanksi  Administratif  Atas
Pelanggaran  Bidang  Lingkungan  Hidup kepada  Kepala  Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

KEDUA :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Maret 2026

        BUPATI MAGELANG,

      ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

${ttd}

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006
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